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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawati, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,

selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT,umur47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir,
bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya

disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugatdan Tergugatserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2017
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor
1707/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 06 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1995 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta
Nikah Nomor 166/156/V/1995 tanggal 26 Mei 1995);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighotta’lik
talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugatdengan Tergugatbertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugatselama -/+ 3 tahun kemudian pindah
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kerumah kontrakan di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 7 tahun dan
terakhir tinggal dirumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 11
tahun 11 bulan, telah bercampur (Ba’daddukhul) sudah dikaruniai 2 orang
anak yaitu:

1. ANAK, umur21 tahun;

2. ANAK, umur12 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan
Januari 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
selalu cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga
Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan April 2017 rumah
tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan
antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal,
dimana Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah
tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua
sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan
selama -/+ 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah
tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan
ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala
dengan sebab dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan tidak ada harapan bersatu lagi sehingga
Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini;

7. Bahwadengan cerai gugatini, Penggugatberkeinginan agar cerai gugat ini
dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi
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Cg. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menuruthukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah
pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator
Drs. Asmuni Wahdar, M.Si., akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat
gugatan Penggugatyang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban apapun di persidangan karena pada tahap jawaban
Tergugat telah tidak pernah hadirlagi di persidangan dan tidak mengutus orang
lain sebagai wakli atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan
patut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nur Naningsih binti Domiri Nomor
PemDVI/15/505/VI11/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah bermeterai
cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxx Nomor 166/156/V/1995, 26 Mei 1995, alat bukti tersebut
telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya

ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:
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1. SAKSI |, umur 43 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,
bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan
di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugatkarena saksi Kakak
kandung penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup
bersama di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal dan telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun, namun sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
percekcokan dalam rumah tangga karena Tergugat curiga kepada
Penggugatbahwa Penggugatada hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui percekcokan antara Penggugat dengan
Tergugat karena setiap terjadi cekcok Penggugat menghubungi saksi
dan ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka

masih dalam keadaan cekcok;

- Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat telah pergi meninggalkan
Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan
dan selama pisah Penggugatdan Tergugat sudah tidak pernah menjalin
hubungan layaknya suamiistri;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidk sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2. SAKSI I, umur 47 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugatkarena saksi adalah
teman Penggugatdan tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup
bersama di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal dan telah

dikaruniai 2 orang anak;
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- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun, namun sejak 2003 saksi sering melihat dan mendengar sendiri
Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat cemburu kepada
Penggugat;

- Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat telah pergi meninggalkan
Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan
dan selama pisah Penggugatdan Tergugat sudah tidak pernah menjalin
hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidk sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugatdan Tergugat
menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan
telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang
tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi
syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menujukkan
bahwa Penggugat bertempattinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan
didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun
1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah
wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara,

perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan
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Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik,
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai
saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal

standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan
demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82
Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah
pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.
Asmuni Wahdar, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya

mediasi melalui tersebuttidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan
sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya
secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban apapun di
perisidangan, karena pada tahapan jawaban Tergugat telah tidak pernah dating
menghadap di perisdangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan sah

menuruthokum;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas)
dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat
memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya menyatakan bahwa sejak 2003 saksi sering melihat dan mendengar
sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencurigai
Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, kemudian sejak bulan April
2017 Penggugattelah pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang sudah pisah
selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa saksi | (kakak kandung Penggugat) disamping
berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar
keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Penggugat
tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat
dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah
bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuian satu
sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima
karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-
undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena
telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal
171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas
keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim
menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,

yang menikah padatanggal 25 mei 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
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— Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun,namun sejak 2003 Penggugatdan Tergugat mulai sering bertengkar
karena Tergugat mencurigai bahwa Penggugatada hubungan dengan laki-
laki lain;

— Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat telah pergi meninggalkan
Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Desa xxxxx Kabupaten
Tegal;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 bulan dan selama
pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan
layaknya suami istri;

— Bahwa, Penggugat berketatapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat,
dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun
Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak
2003 hingga 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan
pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan

dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat
tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali
sebagaimana dikehendaki Tergugat, dan antara PenggugatdanTergugat sudah
tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang sampai saat ini
selama 3 bulan. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sebuah rumahtangga
akan bisa dibina dan dipertahankan, apabila suami isteri sama-sama beri’tikad
untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumahtangganya, sedangkan
apabila tidak, atau hanya salah satu pihak saja yang menghendaki keutuhan
rumahtangga dan pihak lainnya tidak, maka tujuan membentuk rumahtangga
sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (K.H.l.) tidak dapat terwujud, yang terjadi
sebaliknya akan menyebabkan penderitaan bagi suami isteri, demikian pula
dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa
rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, telah pecah

sehingga sulituntuk dirukunkan.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat
ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim disebutkan:
G ate 20| 13 gdllla Lal8l Anle gl Lga g A g3 B

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami’.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998
tanggal 7 Maret 1999 menyatakan pengertian pertengkaran itu mana kala
antara suami istri, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak

lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugattelah terbukti sebagaimana ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tyersebut di atas, maka
berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim
dapat menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan
ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang — Undang
Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugatdan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islamyang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan
salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 M.
bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag.,
Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua
Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim
Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu
oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga
oleh Penggugatdan diluar hadirya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.
Hakim Anggotall Hakim Anggota ll

Drs. NURSIDIK, M.H. Hj. RIZKIYAH, S.Ag.
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Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 270.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Putusan Rp 6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
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